PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Tuanku Tambusai-Bagan Besar Telp. (0765 ) 440414 Fax. 440415
DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI

NOMOR 2} TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DUMAI

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area
perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur
organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;

b. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, serta
meningkatkan kualitas dan kinerja yang terukur dalam
pelayanan publik, perlu disusun peta proses bisnis di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai tentang Penetapan Peta
Proses Bisnis Perangkat Daecrah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);



10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 163);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 411);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instans:
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 181);

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1
Seri D)

Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai
Tahun 2022 Nomor 28 Seri E).

Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 seri D);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PETA PROSES
BISNIS PERANGKAT DAERAH.

Menetapkan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU Keputusan ini, merupakan bagan yang
digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU
menjadi dasar dan pedoman dan menjadi dasar dan pedoman
untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3\ Januari 2024

a.n WALIKOTA DUMAI

NIP. 19740213 199303 1 002



Lampiran | Keputusan Kepala Badan Perencananaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai

Nomor 23 Tahun 2024

Tanggal : 3| Januari 2024

I. MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

No.

MISI

TUJUAN

SASARAN Perangkat Daerah

7

o

4 5

Meningkatkan kualitas tata
kelola kepemerintahan yang
baik

. Terwujudnya perencanaan

pembangunan yang
berorientasi hasil dalam
mempercepat kemajuan

Kotz Dumal

. Terwujudnya sinergi

perencanaan pembangunan
antara Pemerintah Kota Dumai
dengan Propinsi Riau dan

S o

BAPPEDA




Il. PROSES DAN SUB PROSES BISNIS

[

Lampiran |i Keputusan Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah

Kota Dumai
Nomor
Tanggal : %}

23 Tahun 2024
Januari 2024

Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan
(pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja)

OPD PENANGGUNG

PROSES BISNIS/Sasaran SUB PROSES BISNIS /Strategi JAWAB
1 2 3 4
Kode PROSES UTAMA Kode Kode
BPD 01 |Terwujudnya sinergi B8PD 01.01 |Mewujudkan perencanaan BPFD 01.01.01 |Peningkatan sinergi perencanaan
perencanaan pembangunan yang memiliki Pembangunan antara Pemerintah
pembangunan antara sinergi, berkualitas dan Kota Dumai dengan Pemerintah
Pemerintah Kota Dumai terhubung dengan Provinsi Riau dan Pemerintah
dengan Propinsi Riau perencanaan kinerja Pusat
dan Nasional
BPD 01.01.02 |Peningkatan koordinasi dan
partisipasi seluruh stakeholder
pembangunan dalam penyusunan
perencanaan Pembangunan guna
meningkatkan kualitas
perencanaan Pembangunan BAPPEDA
daerah
BPD 01.01.03 |Peningkatan dan pengembangan
inovasi dalam perencanaan
pembangunan daerah dalam
rangka pencapaian seluruh target
kinerja yang ditetapkan
BPD 02 |Meningkatkan kualitas BPD 02.01 |Mewujudkan Perencana yang BPD 02.01.31 |Pelaksanaan Pendidikan dan
SDM Perencana berkualitas dan berdaya saing Pelatihan Perencana
Bappeda tinggi




Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan

PROSES BISNIS/Sasaran SUB PROSES BISNIS /Strategi (pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja) | OPD me,:gcune
1 2 3 4
BPD 02.01.02 |Pemenuhan Gaiji dan Tunjangan
Perencana

BPD 02.01.03 |Peningkatan kesehatan Jasmani
dan Rohani Perencana

BPD 03

Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana di
lingkungan Bappeda

BPD 03.01 [Mewujudkan terpenuhinya
kebutuhan Sarana dan
Prasarana yang mendukung
kinerja di Bappedalitbang

BPD 03.01.01 Pemenuhan kebutuhan
administrasi umum perangkat
daerah

BPD 03.01.02 |Pemenuhan kebutuhan jasa
penunjang urusan pemerintahan

BPD 03.01.03 |Pemenuhan kebutuhan barang
milik daerah penunjang urusan
Pemerintah

JASNUL, M.Si
a Muda (IV/c)
“/NIP. 19740213 199303 1 002

—




TABEL PROSES BISNIS PADA PETA PROSES BISNIS

PROSES BISNIS
1 2 3 4
No Proses /ISASARAN Jenis Proses Kode
1 Terwujudnya sinergi perencanaan Utama BPD 01
pembangunan antara Pemerintah Kota
Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional
2 Meningkatkan kualitas SDM Perencana Lainnya BPD 02
Bappeda
3 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di Pendukung BPD 03

lingkungan Bappeda




PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA

PROSES LAINNYA

BPD 02
Meningkatkan kualitas SDM Perencana Bappeda

WALIKOTA

Dinas/ /Badan
lInvestor

PROSES UTAMA

BPD 01

Terwujudnya sinergi perencanaan
pembangunan antara Pemerintah Kota
Dumai dengan Propinsi Riau dan
Nasional

Dinas/ /Badan
fInvestor

Masyarakat

PROSES PENDUKUNG

BPD 03
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
di lingkungan Bappeda

Masyaralcat




TABEL PETA SUB PROSES PADA PETA PROSES BISNIS

PETA SUB PROSES

BPD 01
Terwujudnya sinergi parencanaan pembangunan
antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi
Riau dan Nasional

BAL 22
We~rgkaten koaitas SOM
Ferencan~a Bappeda

BRL32

i Terperchicya Saana can

: Frasarats o pgaungan
Baceoa

o1,

Mewujudkan perencanaan
pembangunan yang memiliki
sinergi, berkualitas dan ferhubung
dengan parencanaan knara

h 4

BPD 01
Terwujudnya sinerg perencanasn
pembangunan antara Pemearintah
Kota Dumai dengan Propinsi Riau

dan Nasionai

PETA 5UB PROSES

BPD 02
Meningkatkan kuaktas SDM Perencana Bappeda

L J

32001
Tarwujudnya sinergi
cerencanaan pembangunan
3-=3 Femerintah Kota Dumai
<27 g3n ?rapinsi Aiau dan
has'omal

arn a3
Teoer_mya 3atana dan
“=ssrans 31 bngeurgsn

Bapoada

02.01
Mewujudkan Perencana yang
perkualitas dan cerdaya $aing

tinggi

BFD 02
Meningkatkan cualitas 50w
Perencana Bappeda




PETA SUB PROSES

BFD 03
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di lingkungan

Bappeda

x

BPDO1
Tarwujudnya sinergl
perencandan pembangunan
antara Pemerintah Kota Dumai
dengan Propinsi Riau dan
Nasionat

BPD G2
Meningkatkan kualitas SDM
Perencara Bappeda

0301
Mewwjudkan ter uhinya
kebutyhan Sarana ?a?ﬂnpra_sarana
yang mendukung kinsra di
Bappeda

BPD D3
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana di lingkungan Bappeda




L AST BADAN PERENCAN

TABEL PETA RELASI PADA PETA PROSES BISNIS

BPD O
Terwujudnya sinergi perencanaan
pembangunan antara Pemerintah
Kota Dumai dengan Propinsi Riau

dan Nasicnal

Sekretariat Sekretariat
Daerah OPRD
BKPSDM BPKAD
BAPENDA BAKESBANGPOL
| SATPOL PP DISPERIKOP VKM
| onas pevarn || DiskOPAR |
DISPERBIP | DISNAKER I
DPMPTSP Dinas Perhubungan

Dirga Pardagangan

Dinas Pangendalian

DPPPA Dirss Lingkungan
Gisdukcapii DINSOS PM
| DISPERKIM l | Dinas PU I
Dinas Kesehatan Lifas Xorapang dn
Diskominfo RSUD
l BPBD I | Kecamatan |
l Inspaktorat Dinas PETARU:I
| Brida Dinas Damkar |

[ Dinas Penoidikan

dan Kebudayaan l

BAPPENAS

BAPPEDA Pravinsi Riau

BPD 02
Meningkatkan kualitas SDM
Perencanan Bappeda

8rD 03

Tempenuhinya Sarana dan

Prasarana di lingkungan Bappeda

Inspektorat

BPKAD

BKPSDM Inspekiorat
BFKAD Bag.
Organisasi
Bank Riau SETDA
Bappenas




BFD 01.01.11
Paringkatan sinergi penencanaan Pembarguran antara Pemerintah Kata Durrai dengan: Pemeriniah Provinai Riad den Pemarirtah Pusat

PETA LINTAS FUNGSI

BPD01.01.01

2mt2ra Pemerintah Kotp Dumal dengan Pemsrintah Provinsi Riaw: dan Pamarimtah Pusat

sinergi p

BAFPEDA

Penpusuran kebijakan
mengenal peningkatan
sinergi parencanaan
Pembangunan antara
Pamerintah Keta Dumai
tangan Parnarntah
Proviasi Rlau dan

Koordmas pelaksanaan terkalt
petyrgkatan sinergl perensznasn
Pambanguran antara Pemarintah Kota
Dumal dangan Pamarintah Pravins Rlau
dan Pemerintat Pusat di tingkat Kota
Dumal melalul pelaksanman musrenbang
kelurahan, musrenbang kecarnatsn dan
musrankang Kota

Pendokumentasian, evaluast
dan palaparan mergenal
peningkatan sinergl
parencanean Parmbangunan
amara Pemerintah Kota
Durnai dengan Pamarimah
Froving Riau dan Pemerintsh
Pusat

BAPPEDA

{oarditasi petercanzan
terkal peningkatan
sinergi perencanaan
Pambangunan sntara

Femerintah Kota Dumai
dengan Pamarimah

Provinsi Rfau dan
Pemerintzh Pusat

BPKAL

Koordinasi panganggaran terkait
paringkatan sinergi perencanasn
Pembangunan antara Permeratah

Fota Durmai dengan Parmriniah
Provinst Riau <an Pemerintah Pusat

o] Kaordinms pelakxerann terkalt
<S peningkatan sinergl perencanaan
DE Pambangunan antass Pamarintsh Keta
Eg Durad dengan Pamerintah Provinsl Riau
<= dan Pemerintah Pusat di tingkar Provins!
IZDE Risu malalui palekzansan rmusrenbang
o provinsi
Kpordinasi pelrksanaan terkak
@ PRNINEkATAN Siverg perancanasn
g Pembangunan antara Pemstintah Kota
g Dumai dengan Pemarintah Proving Riaw
5 dun Permarintak Pusasdi Tingkat Pusat
atau Nasfenal melalu peiaksanazn
Pangawesan ledkait
= peiakianaar peningkatan
H sinergi perencanaan
g Lo Pambangunan antara
& Famerintah Kots Bumal dengan
2 Parnerintah Provins Rinu dan

Pamarirtah Pusan




BPD 01.04.02

PETA LINTAS FUNGSI

Paningkatan keordinasi dan partisipasi saturun slakehclder pambangunan dalam panyusunan perancanasn Pembangunan guna meningkalkan tualitas perentanaan Pambsngunan daerah

apPh01.01.02

kualitas p

guni

dalam pERyusunan per

Pembangunan daerah

i saluruh

Peningkatan kaorminasi dan

HAPPEDA

Perwysunan kebijakan mangena
peningkatan kaordinas/ dan
partiipasi seluruh stakeholder
pembangunan dalam penyusunan
parancanaan Pembangunan guna
rmeningkatkan kualitas perencanaan
Pernbangunan daerah

manghocrdinasi palaksanaan kegiaian
m g kelurahan, m.
kecamatan dan musrenbang kaola dslam
rangka memngiatkan koocdinaal dar
partisipasl salunh stekehaoldar
pambengunan datam penyuaunan
perancansan Pambanguran gura
meningkatkan kushizz p 1
peMnCanaan semoangunan

Prndakumentasian, svaluasi dan
prlaporan mengensi peningkatan
koordirasi dan partisipasi seluruh
staksholder pambangunan dalam
Paryusunan parenchiah
Pembarpuran guna meningkatkan
kyatitas parencaraan Peimbargunar
duarsh

Koordinasi pgrencanaan
tarkait puningkatan koordinesi
dan partlsipas! seluruh

ﬁ stakahckiar pambangunen dalam
g penyusUnan parencanaan
S Pembangunan gura .
menirghkatkan kualizas :
perencanaan Pembangunen i
dasrah |
i
T
¥oordinasi penganggaran terkait i
peningkatan keordines! dan partisipast
o s#lyruh stakeholder permbsngunan
3 dalam penyusunan perencanaan —
a Fambangunan guna meningkathat
kualitas perencenaan Pembargunan
daa-zh
3 NMaryampalkah
= usulan [,
< pambangunan
§ daersh
=

PERANGKAT
DAERAH

renginvetarisic
usulan-usulan sesual
dengan tupoksiny?

INSPEKTORAT

Pengwwasan terkait paiaksanazn
peningkatan koordiras dan
partisipasi saluruh stekmholdar
permbangunan dalam peryusunan
parsncanaan Pambanguran guns
meningkatkan kuzlitas perencanaan
Parnbangunan dasrah




BPE 04.01.03

PETA LINTAS FUNGSI

Pen ngkatan dan pengembangan inovas: dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja yang citetapkan

BP0 01.01.03
Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daevah dalam rangka pencapaian seluruh target

kinerja yang ditetapkan

Penyusunan kebijakan
mengenai peningkatan dan

Meningkatkan dan mengambangksa
ingvasi dalam perencanaan

Pendokumentasian, evaluas
dan peningkatan dan

pencapaian seluruh target kinerja
yang ditetapkan

é p::?:ﬁ';gg:g:g::“ pembangunan daerah,serta pengembangan incvasi dalam
& ™ mengsosizlisasikan inovasl kepada (™ Perencanaan pembangunan
o pembanguran daerah ] | N daerah daiam rangka
z dalam rangke pencapalan ! OPD untuk menggunaken inovasi encanalan seluruh Lavget
selyruh target kinerja yang | dalam perencanaen pembangunan pkl o ik gn
ditetapkan : deerah nerja yang pkal
Koordinasi perencanaan terkait
< peningkatan tan pengembangan
B inovasi dalam perencanaan
B pembangunan daerah dalam
é rangka pencapzaian selurub target
kinerja yang ditetapkan

Koordinasi penganggaran terkait

peningkatan daa pengembangan
g inovasi dalam perancangan |
E permbangunan daerah dalam rangka
&

PERANGKAT
DAERAH

menggunakan dan
memanfaatksn inoves: dalam
perencanaan pembangunan
deeran yang telah ditingkatkan
ttan ¢ lkembanghkan cleh
Bappeda Katz Oumal

INSPEKTORAT

Peng 1 terkalt peningh
¢an pengembangan inovasl
dzlam perencanaan
pembangunan daerah dalam
rangka pencapaian seluruh
target kinerj yang ditetapkan




BPD 02.01.04

Pelekaanagn Pendidikan dan Pelatiban Perencana

PETA LINTAS FUNGSI

BPD D2.0L01
Pelzksanaan Pendidikan dan Petatihan Perencana

Pendokurmantasian, evaluasi

g Fenyusunan kebijakan Perencana di Lingkungan dar pelaporan dari
E mengenai pelaksanaan Bappeda metakukan pelaksanaan pendidikan can [
& pendidikan dan petatihan pendidikan dan pelatihan pelatihan perencena oleh
o perencana perendana Bappenss
g Koordinasi perencanaan
E terkait peleksanaan
% pendidikan dan /]
petatihan perencana i
a Koordinasi penganggaran terkait
§ pelaksanaan pendidikan dan
% pelatihan perencana
g Pelaksenasn pendidikan
& dan pelatihan peraencana ~——— !
E oleh Bappenas i

INSPEKTORAT

Pengawasan terkart
pendidikan dan pelatihan
perencans




BPD 02.01.02

Pemsnuhan Gaj dan Tunjangan Perencana

PETA LINTAS FUNGSI

RAN A2 0107
Pemenukan Gajf dar Tunfangan Perencana

BAPPEDA

Panyusunar usuian
kebijakan mengenal
permenyhan gafl dan
tunjangsn Perencana

Mengajukan 5PP, SPAY
Pembayaran Gaji dan
Turjangan Perencana

Pendokunantasian,
wvaliasi dam palaporan dari
pembayaran gaji dan
1wajangan Perencana

BAGIAN
DORGANISAS!

Panyusunan kebijakan
mengenai pamenuhan
gajl dan tuhjangan
Perentana

BAFFPEDA

Koordinasi parencansan terkait
palaksanann pendidiken den
pelatihan perencana

BPKAD

Kootdinal penganggaran
tarkait pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan
perancana

Menart |tkan 5P2D

terkait Pambayaran

GaJf dar Tunjangen
Permncana

|

HANK RLAL

Meiakukan Pambayaren
Gaji dar Tunjengan
Pereneans

INSPEKTORAT

Pungawasan terkait
pemenu-an gajl dan
tunjangaq Perencane




BPD 02,01.02

PETA LINTAS FUNGSI

Peningkatan kesehatan Jasmani dar Rohani Perencana

BFG GZ01.G3
Peningkatan kesehatan Jastmani dan Rohani Perencana

b Penyusunan kebijakan kepﬁ‘:_'a 25"_33" PE'_":;"Ekﬂt?‘" i Pandokumentasian, evaluasi
w . sehatan jasmani dan robani ) -—
4 Lnenﬁenan geningkia;an Perencana dengan pelak . dan pelapuLan dari pe!aksanaan
by esehatan jasmani dan senam dan tausiyah di peningkatan kelsenatan
o rohani Perencana [Ingikungan Bapaeda Jjasmani dan rohani Perencana
Keordinasi perencanaan
E terkait pelaksanaan
'.-:{_J peningkatan kesehatan "
gi jasmani dan rohani
= Perencana
Keordinasi penganggaran
o terkalt pelaksanaan
g L peninghkatan kesenatan
& Jasmani dan rahani

Perencana

INSFEKTORAT

—

Pengawasan terkast peningkatan
kesehatan jasmani dan rohani
Perencana




BPL 03.01.01

Pemenuhan kebutuhan adminisirasi umum perangkat daerah

PETA LINTAS FUNGSI

Pemenruhan kebutuhan administrast umum perangkat daerah

Pendokumentasian, evaluasi

perangkat daarah

g Penyusunan kebijakan Pemenuhan kebutultan dan aetaporan dari
& mengenai pemanuhan administrasi unum d:ngan ) pemeruhan kebutuhan
% kebutuhan admirdstrast | dengan penyediaan ?t . cetal administrasi umum perangkat
@ umum perangkat daerah | penggandaan, alat listrik, di daerah

!

|

i

|
< Koordinasi perercanaan
fa terkait pelaksanaan
¢ —»{ pemenuhan kebutuhan
2 administrasi uraum
& perangkat daerah

Koerdinasi penganggaran

o terkait petaksanaan
2 pernenuban kebutuhan
% athmninistriast urum

INSPEXTORAT

Pengawasan te “kait
pemenuhan kebutuhan
administrasi umum prerangkat
daersh




8P 03.01.02
Pemereitan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerittabar

PETA LINTAS FUNGSI

Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan

Pemenuhan kebutuhan jasa

pemerintahan

< Penyusunan keldjakan penunjang ungsan Pend;:kumeln taslan,:\r?!uasl
Er mengenal Pemetnuhan pemerirtahan dengan 1:anr::|e akpabra: harf i |
& kebutuhan jasa = penvediaan Jasa suras pemenul ai'.l ebutuhan jasa
3 Penunjang Wrusen menyurat, jasa penyediaan air penun;ar_\gt:;usan
pemerinthzn dan listrik, jasa peralatan dan pemerintahan
Kaordingsi perencanaasn
& terkait pelaksanaan
w L—»{ Pemenuhan kebutuhan jasa
o penunjang urusan
g pemerintahan
Kpordinas penganggaran
a terkait pelaksanaan
b Pemenuhan kebutuhan
& jasa penunjang urusan

INSPEKTORAT

Pengawasan terkait
pemenuhan kebutuhan jasa
penunjang urusan
pemarintahan




BPD 03.01.03
Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjamy urusan Permerintah

PETA LINTAS FUNGSI

BPO03.01.03
Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah

BAPPEDA

Panyusunan kebijakan

mengenst pemenuhan

kebutuhan bareng milik
daerah penunjang
urusan Pemerintah

[

Permenuhan kebutuhan barang
milik daerah penunjang urusan
Pamerintah denganpenyediaan
peralatan dan perkngkapan
kantor

Pendekurnentasian, evaluasi
dan peleporan darl pemenuhan
kebutultan barang millk daerah

penunjang urusan Pemerintah

BAPPEDA

¥oordinasi perencanzan
terkait pelaksanaan
pemenuvhan kebutuhan
barang millk daerah
penunjang urusan
Pemerintah

EPKAD

Koordinasi penganggaran
terkait pelaksanaan
pemenuhan kebutuhan

barang milik daerah
penunjang urusan
Pzmerintah

INSPEKTORAT

¥

Pengawasan terkalt
pemenuban kebutuhan
barang milik ¢aerah
PENUNjang urusan
Pemeriniah




